
BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 75 TAHUN 2010 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFOPMASI DAN DOKUMENTASI 
DI KABUPATEN JEPARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT JEPARA, 

Merimnbang 

Mengingat 

a bahwa dalam rangka mewujudkan pen elenggaraan 
pemerintahan yang balk, terbuka, dan akunlabel 
keterbukaan informasi publik merupakan srrana dalam 
mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan ublik dalam 
proses penyeienggaraan pemerintahan semingga perlu 
adanya sistem pelayanan informasi dan dokumeniasi 

b bahwa untuk torsedianya informasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman untuk 
mengelola pelayananinformasi dan dokumortasi di 
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jepara, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairana noksad 
dalam huruf a, dan hurut b, porlu manetapktn Paraturan 
Bupatr Jepara tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 
informasi dan Dokurnentast di Lingkungan Ferner. tahan 
Kabupaten Jepara 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 195C tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lin«hung.an 
Propinsi Jawa Tengan; 

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 entang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara epublik 
indonesis Tahun 204 Nmor 125, Tambahan omnbaran 
Negara Republk Indonesia Nomor 4437) sebagaimer,a telat 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Jndang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubaan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
pAeintatian Daerah (Lembaran Negart. Republik 

a Tahun 2008 Nomor 59, Tambahat Lembaran 
b k  Indonesia Nomor 4n44), 



Menetapk.an 

dang Nomor 14 Tahu 2008 tentang Ketorbukaan 
Publik (Lermnbaran Negar Republik Indonesia 

2u8 Nomor 61, Tarnbahan Lerbaran Negara 
donesia Ngmor 4846), 

undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara PRepublik Indonesia ahun 209 
Nomr 112,Tambahan Lembaran Negara Roputlik Indonesia 
Nomo 038) 

5 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negura Reputlik 
Indonesia Tahun 200 Nomor 89 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741) 

6. Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 35 'anun 2010 
tentang edoman Pengelolaan Pelayanan In»ormssi Dan 
Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Noger 
(Benita Negara Repubii Indonesia Tahun 2010 Momcr 245) 

7 Peraturan Komsi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tertang 
Standar Layanan Informasi Publik 

MEMUTUSKAN 

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN 
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
JEPARA 

BAB I 

KETENTLAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang i maksud  dengan 

1 Pemen tahan Daerah adalat penyelenggaraan urusan pomerir.taha daerat 
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi t'an tugas 
pembantuan dengan pons«p t u. on  seluas-luasnya dalam sister dan prinsip 
Negara Kesatuan Repubhk t n u esa  ebagaimana dimaksud da'am Undang 
Undang Dasar Negara Reputi Tahu 1945 

2 P e merin tah  Daerah adalat Bupa 

penyelengara pemerintaha daerar 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerat ya a disebu DPR acalat 
lembaga perwakilan raiyat daerah sebaga unsu per y elengg  ra  oerer.ntahan 

daerah 

4 Informast adalah keterangan, perryataan. gagasan, an tanda-tarda yang 

mengandung nilai, makna dan pesan, bak data. takta maupun gerilasannya 
yang dapat ditihat, didengar dan dibaca yang drsaplan dala berbaga 

kermasan dan format sesuai den_an perkembangan teinoig dar 
komunikasi secara elektronik ataupun ngeleitronik 

rangkat daerah scbagni unsur 



, 

. 3 . 

• 

5. Dokumentasi adalah pengumpuian, pengolahan, penyus.nan, Gar per.catatan 
dokuren, data. gambar dan suara untuk bahan informasi pubhl 

6. Informasi Pubhk adalah informasi yang dihasikan, disimoan, dike+ola, dikirim, 
dan/atau diterima olet suatu Badan Publik yang berkaitan dengan 
penyelenggara dan peryelenggaraan negara dan/atau penyelenggra dan 
penyelenggaraan Badan Publix lainnya serta informasi lain yang berkatan 
dengan kepentingan publ 

7 Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan badan lain vang fungsi 
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan regs, yang 
sebagian atau seluruh danarya bersumber dani Anggaran Pen'ape'an dan 
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae:ah, atau 
orgamrsast nonpermenintah sepanjang sebagian atau selurh nanany 
bersumber dani Anggaran endapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar 
negen 

8. Peyatat Publix adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki 
posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik. 

9. Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi yang selanjutrya disingkat 
PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, 
pendokurer.tartan, penynpanan, prehrharan1, penyehiaan, Grstnhusi, (dan 
pelayanan informasi di Ling«ungan Pemerintahan Kabupaten Jepa"a 

10.0rang adalah orang perseorangan, kelompok crang, badan nuakuam, atau 
badan publik 

11.Pengguna Informasi Pubtk adalah orang yang menggunakan informasi publik 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 

12 Pemohon Informasi Publik adalat warga negara dan/atau badrn hukurm 
Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik setagaimana diatut 
dalam peraturan perundang-undangan 

BAB II 

PENGELOL LAYANAN INF ORMASI DAN DOKUMENTA! 

Pasal 2 

emenintahan Deerah yang terdini dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwalilan 
Rakyat Daerah sebagai Badan Publik melaksanakan pongelolaan pelayanan 

informasi dan dokumentasi 

Pasal 3 

di lingkungan Pemerintahan Daerah bersift ternuka dan 
setap Pengguna Informasi Publi 

ec:ualikan di lingkungan Pemerintahan Daerah bersifat 



• 
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(3) Informasi Pubbk di hingungan Pemerintahan Daerah dapat diperoleh Femohon 
Informasi Pubhk dengan cepat, epat waktu, biaya ningan, dan dapat diakses 
dengan mudat 

(4) informas Pubhk yang dkecaalikan di +ngkungan Pemerintahan Daerah bersifat 
rahasia sesuar dengan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan 
kepentingan umum 

(5) Informasi Pubbk yang dikccualkan didasarkan pada per ujian atas 
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepadz mayarakat 

dan pertimbangan yang soksama bahwa menutup Informasi Pubis dapat 
melindungr kepentirgan yang lebih besar daripada membukarya atau 
sebaliknya 

BAB III 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 4 

(1)emerirtah Daerah berhak menolak memberikan informasi yang dicualikan 

(2) informasi yang dikecualikan sebagaimana diraksud pada ayat (1) di,tapkan 
lebih lanyut oleh Bupati Jepara sesuai kewenangannya 

(3J) Pemenintan Daerah berhak menolak memberikan Informasi Publix apabila 
tidak sesuai dengan peraturan perudang-undangan 

(4) Informasi Publik yang idak dapat diberkan oleh Pemerin'ah Daerah, 
sebagaimana diraksud pada ayat (1y  adalat 

a informasi yang dapat membahayakan negara 
b informasi yang berkaitan dengan kepentingan pertirdungaa usaha dari 

persaingan usaha tidak sehat 

c informasi yang berkatan dengan hak-hak pribadi 
d informasi yang berkaitnn dengan rahasia jabatar dan/atau 
e loformuse yang belum tdikuasat atau didokumnentasikan 

Pasal 5 

(1)emerintaha Daerah wab mnenyediakan, memberikan dan/atau me nerbitkan 
Informasi Publik yang berada di bawah kewenanganrya kepaeda Pemohon 
Informasi Pubtk, selain informnssi yang dikecualikan sesui peraturan 
perundang-undangar 

Ltuk melaksanakan kewajban sebagaimana dimaksud pa'a ayat (1), 
in Daerah membangun dan mengembangktn sistern informasi dan 
pengelolean Inforrasi Publik yang dapat diakses degas mudah 



• 

BAB V 

LOL INF ORMASI DAN DOKUAMENTAS 

• 

Pasal 6 

mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di hingkungnn 
keenitanan Daerat ditetapkan PPID 

(2 PPID sebagaimana dimaisud pada ayat (1) melekat pada peja at struktural 
yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi 

(3) PPID ditetapkan oleh Bupati 

( PPD bertanggungawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daera. 

(2) PPID ibantu oleh ID Pembantu yang berada di lingkungan Komponen 
dan/atau Pejabat Fungsional 

Pasal 8 

PPID bertugas 

a mengkoordinasikan dan mengionsolidasikan pengumpulan batan informasi 
dan dokumentasi dan +Ip Pembantu 

b. monyimpan, mendokumontasikan, manyodiakan, dan member' t.elayanan 
nform@si kepada publk 

c. melakukan verifiasi bahan informasi publik; 

d. melakukan uji konseuensi atas informasi yang diocualikan, 

e. melakukan permutakhiran tormasi dan dokumentasi, dan 

menyehiakan informasr dan dokurnentasi untuk diakses oloh n.asarakat 

Pasal 9 

Dalam ta n gka  melaksanakan ugas sebagaimana dimnaksud dalarmn !asei 9_PPID 
berwenang 

menolak tnernberk o rnsi yang dikecualikan sesuai dennan ketentuan 
peraturan perundang+ angan, 

t adan mernperoleh nformasi dart unit kerja/komponen/ sa!en kerja 
g menjach cakupan kerjanya 

sikan pembenan pelayanan informasi oengan PPID 
aatau Peabat Fungsional yang menjadi cakupen etyanya 

me neta pian  suatu informasi daoat/tidaknya dial:ses olet 

antu dan/atau Pejabat Fungsioral untuk rembuat, 
ihara intormasir dan dokuruantasi untuk 



' 
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Pasat 0 

bertugas membantu ppp melaksanakan 'etentuan 

draksud dalam Pasal 8 dan Pasal g 

Pem b an tu  menyampakan informasi dan dokumentasi keparia PID 
berkala dan sesuai kebutuhan 

Pasal 11 

Tata kerja PPID di lingkungan Perenintahen daerah diatur olen Bepati sesuai 
dangan kewenangannya 

BAB V 

PEMOHON INFORMASI DAN DOKUMFNTASI 

Pasar 12 

Pemohon informasi dan dokurentasi meliputi 
a Perseorangan 
b Kelompoi Masyarak.at 
c Lembaga Swadaya masyarakat 
d Organisasi Masyarak.at. 

e. Partai Politik, atau 
f Badan Publikx lainnya 

Permohon informasi dan dokumentasi kcpada Pemerintahan Darh harus 
memenuti persyaratan 

a mencantumkan identitas yang j0las; 

b mencanturnkan alamat dan nomor telepon yang jelas 

c menyarpaan secara [elans jem is  informasi dan dokurnentas yang 
dibutuhkan, dan 

maksud dan tu uan permohonan informasi dar 



7 

gel iaan pelt «anan trasi dan 
Daerah dibebankan pada Anggaran 

• 

yang d pen ukan  tuk 
di ling#ungan Pemerintaha 

dan Belanja Daerah 

BAB VI'I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa! 15 

Peraturan Bupati rm» mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setap orang mengetahuinya, Peaturan Bupati ini diundang'an dengan 
penempatannya dal amn Benita Daerah Kabupaten Jepara 

Ditetapka di Jepara 
Pada tanggal 

c 
bRo aim 

Diundangian di Jepara 
pada tang9a" 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR Sr.S 



Segala biaya vang 2ipertukan  intuk 

doiurentasi di giugan Pemerintatar 
Pendapatan dan Belarja Daerah 

aan p layan an  intormasi dan 
aerah an#an par'a Pgaran 

BAB VI 

KeTENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Peraturan Bupati ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundang'ar dengan 
penempatannya dalam Benita Daerah Kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepara 
Pada tanggal 

e,to waero.Jo 

Diundangkan di Jepar 
pada tanggal 

SEKRETA IS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

+ nAFRAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 201C NOMORR 


